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Law Number 11 year 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is a concrete manifestation of 
Restorative Justice, which regulates diversion, in which Law Enforcement Officials are obliged to seek diversion for 
children. So far, the education provided by the government for Children in Conflict with the Law is only limited to 
formal education and moral formation education, no less important than that mathematical ability should also be a 
concern for the government with a low level of mastery of mathematics in Indonesia. The learning model that 
emphasizes comfort and pleasure for children is considered to be very effective in teaching math skills to children at 
LPKA. This study aims to identify a learning model that is in accordance with the characteristics of education in 
LPKA. So that it is hoped that children after being free can integrate with the community and have the same abilities 
as children who are outside the institution, as well as improve the self-concept possessed by children. The benefits of 
this study can provide input in formulating policies regarding the education system in LPKA. 
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Abstrak 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan wujud nyata 
dari Restorative Justice, yang didalamnya mengatur tentang diversi, dimana Aparat Penegak Hukum 
wajib mengupayakan anak untuk diversi. Selama ini pendidikan yang diberikan pemerintah kepada para 
Anak yang Berkonflik dengan Hukum hanya sebatas pendidikan formal dan juga pendidikan 
pembentukan moral, tidak kalah penting dari itu kemampuan matematika juga seharusnya dan 
semestinya menjadi perhatian bagi pemerintah dengan tingkat penguasaan matematika yang masih 
rendah di Indonesia. Model pembelajaran dengan mengedepankan kenyamanan dan kesenangan bagi 
anak dinilai sangat efektif untuk mengajarkan keterampilan matematika anak-anak di LPKA. Penelitian 
ini ditujukan untuk mengidentifikasi model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pendidikan 
di LPKA. Sehingga diharapkan anak setelah bebas dapat berintegerasi dengan masyarakat dan memiliki 
kemampuan yang sama dengan anak yang berada di luar lembaga, serta meningkatkan konsep diri yang 
dimiliki oleh anak. Manfaat studi ini dapat memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan tentang 
sistem pendidikan di LPKA. 
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I. Pendahuluan 
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan dimulai dari dalam kandungan, 
jadi hak-haknya harus diberikan dan dihargai sejak anak dari dalam kandungan. Anak adalah 
bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan 
sebuah bangsa dan negara. Agar nantinya dapat bertanggung jawab dalam keberlangsungan 
kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-
luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk 
itu, perlu dilakukan upaya perlindungan khusus, yang bisa disebut Children in Need of Special 
Protection untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap 
pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif, yang terjadi saat ini adalah kurangnya 
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kepedulian pemerintah terhadap anak, sehingga hak-hak anak yang harusnya diberikan oleh 
negara memiliki beberapa kendala sampai akhirnya tidak bisa diberikan. 
Kondisi Anak Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, beberapa faktor menjadi pemicu 
anak berbuat hal yang melanggar hukum, akibatnya banyak diantara mereka harus mendekam 
di balik jeruji.  Anak yang beresiko tinggi untuk berbuat melanggar hukum biasa disebut Anak 
Rawan, mereka adalah anak yang berada di kondisi  dan tekanan  kultur ataupun struktur yang 
menyebabkan mereka belum atau bahkan tidak dipenuhi hak-haknya.1 Jika diklasifikasikan 
masih banyak kondisi masyarakat yang serba kekurangan, hal ini biasa disebut krisis ekonomi, 
meskipun hal ini bukan merupakan satu-satunya faktor untuk melahirkan kemiskinan dan akan 
menciptakan anak rawan, tetapi hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian dan harus 
memberikan perlindungan khusus kepada anak rawan tadi, sehingga imbasnya mereka dapat 
berperilaku melanggar hukum akibat adanya faktor eksternal dan internal yang merupakan 
investasi sosial dari masyarakat sekitar, atau bahkan negara.  
Anak dapat melakukan pelanggaran hukum karena beberapa sebab, hal yang utama 
adalah adanya tekanan ekonomi dan kemisiknan sehingga akses atau kesempatan individu 
ataupun kelompok mendapatkan pelayanan publik di bidang pendidikan semakin kecil.2 
Terkadang mereka harus dihadapkan pilihan yang sulit untuk memilih pendidikan atau 
membantu orang tuanya untuk mencari uang, dan dengan kondisi seperti itulah jika anak tidak 
memiliki kondisi psikologi dan adaptasi yang kuat, ditambah kondisi lingkungan yang kurang 
baik, mereka akan berusaha mendapatkan uang dengan hal yang praktis, yaitu dengan tindakan 
kriminal contohnya mencuri. Harry E.  Allen dan Clifford E.  Simmonsen menjelaskan bahwa 
ada dua kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu: 
a. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa 
tidak dianggap sebagai kejahatan, Contohnya tidak menurut dan membolos sekolah 
b. Juvenile Deliquence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang 
dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum. Contohnya mencuri, membunuh, 
dan apapun kegiatan yang ada di dalam KUHP.3 
Memang kita ketahui bahwa pentingnya pendidikan salah satunya untuk mendidik 
karakter seorang anak agar dapat menjadi seseorang yang dewasa mampu membedakan mana 
yang baik dan buruk. Oleh karena itu salah satu penerapan untuk melindungi anak adalah 
dengan menumbuhkan kepekaan antar sesama dan khususnya elite politik serta aparat di 
birokrasi pemerintahan terhadap persoalan kelangsungan masa depan anak-anak khususnya 
anak yang berada di dalam LPKA, lalu bisa dengan cara memaksimalkan Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) yang ada untuk mencegah, menanggulangi, dan menyelesaikan kasus yang 
terjadi untuk anak.4 Sehingga dengan begitu, hak-hak anak dapat diberikan dengan lancar 
khususnya di bidang pendidikan yang merupakan masalah utama pada anak. 
Anak yang berkonflik dengan hukum yang berada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA) memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang berada di luar lembaga. Begitupun 
dalam hal pendidikan, seluruh anak mendapatkan hak yang sama, tanpa adanya diskriminasi. 
Pemerintah bertanggung jawab atas pemberian pendidikan bagi anak yang sedang menjalani 
masa pidana di LPKA. Selama ini, kondisi pendidikan di dalam LPKA, masih terdapat beberapa 
kendala, seperti kurangnya tenaga pendidik dan kurangnya minat dari anak untuk belajar. 
Sejumlah studi menjelaskan tentang terbatasnya jumlah anak yang memenuhi persyaratan 
mengikuti pendidikan, minat anak yang rendah terhadap pendidikan, fasilitas dan sarana 
pendukung yang minim dan hampir tidak ada, dan rendahnya dukungan dari sekolah anak 
sebelumnya. Banyak anak melakukan tindak kejahatan dan mendekam di balik jeruji karena 
tingkat pendidikan yang minim. Studi ini ingin menjelaskan tentang penerapan pendidikan 
formal bagi anak yang ada di LPKA yang belum sesuai dengan sitem pendidikan yang ada. Studi 
 
1  Suyanto, Bagong. 2019.  Sosiologi Anak. Jakarta: Prenada Media Group Hal. 3 
2  Ibid. Hal. 135 
3  Pribadi, Dony. 2018. Perlindungan terhadap Anak berhadapan dengan Hukum. (online) dilihat pada http://www.jurnal-
umbuton.ac.id/index.php/Volkgeist/article/view/110/76 diunduh tanggal 5 April 2020 
4  Suyanto, Op.cit. Hal. 342 
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ini bertujuan menjelaskan peran penting model pendidikan formal yang sesuai dengan 
lingkungan dan status anak didik pemasyarakatan di LPKA.  
Berdasarkan survey Indonesia National Assesment Program (INAP) anak SD di Indonesia 
sekitar 77.13% memiliki kompetensi matematika yang sangat rendah, 20.58% cukup, dan 2.29% 
memiliki kategori baik. Sehingga angka ini menunjukkan bahwa kurangnya minat anak di 
bidang matematika, dalam penelitian ini mencoba untuk memecahkan masalah tersebut, anak 
yang berkonflik dengan hukum diupayakan untuk mendapatkan pendidikan khususnya metode 
belajar matematika yang menyenangkan dan memberikan hasil yang tepat dan cepat yaitu 
menggunakan Metode ‘Sempoa’, dengan metode sempoa ini ada beberapa teknik yang dapat 
diajarkan mulai dari menggunakan alat sampai ke teknik bayangan yang bisa membantu anak 
dalam menyelesaikan persoalan di bidang matematika. Hal ini juga bisa dijadikan anak sebagai 
pemicu untuk menjadikan dirinya lebih percaya diri, karena memiliki keahlian yang lebih 
dibandingkan teman yang lainnya. Sehingga angka kompetensi yang terdata bisa berubah dan 
menjadikan anak memiliki kategori baik di bidang matematika, khususnya anak yang berkonflik 
dengan hukum, dengan memberikan pembinaan atau perlakuan yang tepat sasaran kepada 
anak. 
 
II. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:  
1. Bagaimana metode pendidikan ‘Sempoa’ dapat diterapkan dalam Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak (LPKA)? 
2. Bagaimana pendidikan dapat menjadikan tolak ukur untuk anak menjadi lebih setelah 
keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)? 
 
III. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan telah kepustakaan yang ditujukan untuk mengidentifikasi 
model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pendidikan di LPKA. Sehingga 
diharapkan anak setelah bebas dapat berintegerasi dengan masyarakat dan memiliki 
kemampuan yang sama dengan anak yang berada di luar lembaga, serta meningkatkan konsep 
diri yang dimiliki oleh anak. Manfaat studi ini dapat memberikan masukan dalam penyusunan 
kebijakan tentang sistem pendidikan yang efektif untuk diterapkan di LPKA. 
 
IV. Hasil dan Pembahasan 
1. Metode pendidikan ‘Sempoa’ dapat diterapkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus 
Anak (LPKA) 
Pendidikan memang hal yang harus diberikan kepada seluruh warga negara, melalui 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 31, bahwa 
seluruh warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib untuk 
membiayainya, ini artinya semua lapisan masyarakat berhak untuk mendapatkan pendidikan, 
tidak dikhususkan kepada orang yang mampu membayar, akan mendapatkan pendidikan 
tersebut, semuanya berhak dari lapisan masyarakat manapun, selain itu terdapat Undang-
Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Pasal 9 bahwasannya anak berhak 
untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan serta tingkat 
kecerdasannya sesuai bakat dan minatnya. Jika melihat peraturan ini, anak bersifat universal, itu 
berarti anak secara keseluruhan seharusnya mendapatkan haknya tentang pendidikan ini, baik 
anak di dalam LPKA maupun di luar LPKA, tidak boleh memperlakukan anak secara 
diskriminasi, anak yang berada di dalam LPKA juga harus diberikan haknya oleh negara, yang 
dihilangkan adalah kebebasan untuk bergerak saja, tapi tidak untuk hak yang lain. Selanjutnya 
tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
(SPPA) khususnya Pasal 3 bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh 
pendidikan. Semua peraturan sudah jelas untuk memperlakukan anak sesuai harkat dan 
martabatnya, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum, mereka hanya dibatasi kebebasan 
bergeraknya saja, tetapi tidak untuk hak yang lainnya. Hal inilah yang harus ditingkatkan lagi 
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pemahaman di setiap kalangan masyarakat. Anak adalah generasi penerus bangsa, merekalah 
pemegang tongkat estafet kepemimpinan nantinya. Negara harusnya lebih peduli lagi terhadap 
perkembangan anak, negara yang dimaksud melalui sub-subnya, yaitu Pemerintah Provinsi 
(Pemprov), Pemerintah Daerah (Pemda). Sekarang ini, banyak perspektif bahwa persoalan anak 
dapat selesai dengan sendirinya, mereka beranggapan bahwa persoalan tersebut merupakan 
tanggung jawab setiap orang tuanya, Pemda maupun Pemprov lebih bangga akan memaparkan 
pertumbuhan ekonomi setiap daerah daripada memaparkan atau menjelasakan data kesehatan 
dan pendidikan setiap anak yang menjadi korban child abuse.5 Itu artinya dengan tidak adanya 
kepedulian terhadap anak, anak dengan kondisi rawan atau biasa yang disebut anak rawan akan 
lebih besar peluang untuk melakukan kejahatan, karena kondisi lingkungan mereka yang kurang 
perhatian dari pemerintah dan kalangan masyarakat lain, padahal anak dengan kondisi seperti 
inilah yang membutuhkan perlindungan khusus atau biasa disebut Children in Need of Special 
Protection (CNSP). Jika sudah tidak bisa untuk diberikan pencegahan dalam implementasi 
perlindungan khusus, anak akan berhadapan dengan hukum, itu berarti anak akan berpeluang 
untuk mendekam dibalik jeruji besi. Jika sudah begini, maka tidak bisa sepenuhnya anak 
disalahkan atas perbuatannya, melalui Ecologycal Approach, anak dapat berperilaku baik tidaknya 
tergantung kepada hal-hal atau orang disekitarnya, baik orang tua, saudara kandung, paman, 
bibi, teman sebaya, sampai ke lingkungan sekitarnya. Perlindungan khusus untuk anak ini tidak 
diberikan pada sebelum melakukan kejahatan saja, tetapi perlu diberikan perlindungan khusus 
terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum, dan berhadapan dengan aparat penegak 
hukum, serta pranatanya. Hal ini berarti anak yang ada di dalam LPKA juga berhak untuk 
mendapatkan perlindungan dari negara, dengan cara memberikan hak-haknya yang tertuang 
pada regulasi yang ada. Hal ini berkaitan dengan pendidikan formal, non-formal, dan informal.  
Selain pendidikan yang bekerja sama dengan dinas pendidikan setempat, pihak LPKA juga dapat 
memberikan pendidikan non-formal, dapat menerapkan metode ‘Sempoa’ bagi anak, dengan 
metode yang mudah serta memberikan output yang baik, contohnya dapat mengerjakan 
matematika dengan menggunakan sempoa maupun dengan teknik bayangan, yang nantinya 
akan dapat digunakan setelah anak mendalami pembelajaran tersebut. Hal ini pihak LPKA dapat 
bekerja sama dengan lembaga setempat contohnya Aritmatika, sehingga anak dapat memiliki 
kegiatan di dalam LPKA, dengan mengasah otaknya dan ketika sudah bebas dapat menerapkan 
hal ini di kehidupan, anak akan lebih percaya diri untuk menyelesaikan setiap soal khususnya 
bidang matematika, perlu diketahui pada tahun 2016 berdasarkan survey anak SD di Indonesia 
sekitar 77.13% memiliki kompetensi matematika yang sangat rendah, 20.58% cukup, dan 2.29% 
memiliki kategori baik.6 Metode yang diaplikasikan diharapkan untuk menjadi pemecah 
masalah saat ini, tidak hanya anak yang di luar LPKA yang berhak mendapat pendidikan non-
formal seperti ini, anak yang berada di dalam LPKA juga berhak untuk mendapat pendidikan 
non-formal. 
 
2. Pendidikan dapat menjadikan tolak ukur untuk anak menjadi lebih setelah keluar dari 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 
Pendidikan saat ini masih menjadi tolak ukur keberhasilan untuk perkembangan anak 
yang lebih baik dalam konteks ini adalah anak yang bebas dari LPKA. Bahkan pendidikan 
menjadi tolak ukur kemajuan sebuah negara. Sistem pendidikan yang baik akan membawa 
keberhasilan pula dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas, yang mampu 
untuk menciptakan inovasi-inovasi demi kemajuan bangsa, generasi penerus bangsa itulah yang 
disebut anak. Anak disini memiliki peran penting dalam menjadi pemegang tongkat estafet 
kepemimpinan selanjutnya, tak peduli anak dengan status seperti apa dan berapa harta mereka, 
yang pasti semua anak berhak dan berpeluang untuk menjadi pemimpin negeri. Kajian-kajian 
terus dilakukan, kurikulum yang saat ini ada mungkin adalah alternatif terbaik yang saat ini 
 
5  Suyanto, Ibid. Hal.7 
6  Susandijani. 2018. Anak Indonesia Gawat Darurat Matematika, Apa Itu? Cek Dampaknya. (online) dilihat pada 
https://gaya.tempo.co/read/1145142/anak-indonesia-gawat-darurat-matematika-apa-itu-cek-dampaknya/full&view=ok 
diunduh tanggal 4 April 2020 
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dimiliki Indonesia, yang perlu dibenahi adalah sistem atau metode pengajaran kepada generasi 
penerus bangsa, mungkin metode yang dapat dilakukan adalah tidak mengesampingkan 
pendidikan non-formal dan informal, Pemerintah Indonesia bisa untuk memfokuskan anak ke 
pendidikan formal dan non-formal, jadi anak mendapatkan keahlian sejak dini, berdasarkan apa 
yang diingankan anak, begitu pula halnya di LPKA. Metode pembelajaran dapat diubah fleksibel 
sesuai dengan yang dibutuhkan, bisa dibuat seperti lima hari belajar, meliputi pendidikan formal 
dari hari Senin hingga Jumat, pendidikan non-formal, contohnya keahlian sempoa diberikan di 
hari Sabtu, dan di hari Minggu diberikan kebebasan di hari pagi seperti olahraga, dan sore hari 
bisa untuk dilakukan kajian atau ceramah oleh ustadz. Hal ini juga bisa bekerjasama dengan 
lembaga setempat yang mengurusi tentang keagamaan. Dengan hal seperti ini, anak akan 
mendapatkan keahlian sejak dini, menjadikan modal bagi anak untuk meneruskan jenjang 
pendidikan atau mendapatkan pekerjaan. 
 
V. Penutup 
Sempoa dapat diterapkan dalam LPKA, mengingat hak anak perlu diberikan, karena anak 
yang berkonflik dengan hukum tersebut hanya dibatasi kebebasan bergeraknya saja, itu berarti 
pendidikan tetap untuk diberikan kepada anak, metode sempoa dapat diberikan karena 
banyaknya masalah anak tentang pemecahan masalah matematika, sesuai survey Indonesia 
National Assesment Program (INAP) anak bahwasannya anak yang memiliki masalah di bidang 
matematika adalah sekitar 77.13%. ini berarti di dalam LPKA jika tidak diberikan pendidikan 
yang berkualitas, akan mempertinggi angka tersebut. Metode ini juga dapat memberikan output 
kepada anak yang berkonflik dengan hukum dengan hasil yang cepat dan tepat, sehingga 
beberapa persoalan yang ada akan dapat diselesaikan dengan baik, contohnya menyelesaikan 
ujian yang notabene diberikan waktu yang relatif sedikit, dengan menggunakan metode yang 
telah diajarkan di LPKA sebagai pendidikan non-formal, anak dapat menyelesaikan dengan baik, 
itupun menjadikan anak sebagai pemicu untuk semakin percaya diri, yang perlu ditegaskan 
kembali adalah perlindungan khusus anak yang harus benar-benar diberikan, tidak hanya 
menjalankan tugas yang wajib dikerjakan, tetapi memaksimalkan apa yang seharusnya menjadi 
kewajiban petugas dalam mendidik anak yang berkonflik dengan hukum, agar tidak terjadi 
diskirminasi, dan anak juga mendapatkan hak-haknya walaupun sedang mendekam di balik 
jeruji besi. 
Pendidikan memang hal terpenting, untuk mengukur kualitas sumber daya manusia, bisa 
dilakukan salah satunya mengukur seberapa mutu pendidikan dari tiap individu ataupun 
kelompok, dari pendidikan yang diberikan setiap orang dapat memiliki karakter yang berbeda-
beda, sesuai dengan pendidikan yang diterimanya, seseorang khususnya anak dapat menjadi 
pemimpin yang hebat, mampu untuk mengatur waktu atau segala persoalan yang ada karena 
adanya kemampuan untuk merencanakan sesuatu dengan matang, itu yang didapatkan di dalam 
pendidikan, di samping pendidikan, keahlian(skill) merupakan hal yang penting juga, keahlian 
dinilai menjadi nilai tambahan seseorang (anak) untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang 
lebih tinggi atau mencari pekerjaan nantinya. Contohnya dengan keahlian sempoa, anak dapat 
mendapatkan sekolah dengan mudah, karena adanya keahlian untuk menyelesaikan persoalan 
salah satunya di bidang matematika, itu berarti ada nilai tambahan untuk anak mengerjakan 
yang hasilnya nanti akan mendapat nilai baik yang digunakan untuk malnjutkan ke jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi. Jadi benar adanya bahwa perbaikan pendidikan atau karakter anak 
setelah bebas dari LPKA dapat diukur salah satunya dari perubahan sikap dan pendidikannya, 
apabila anak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maka pembinaan yang 
diberikan dinilai berhasil dalam perkembangan anak salah satunya di bidang pendidikan. 
Memang tidak sepenuhnya dapat dinilai keberhasilan dan kegagalan dalam proses pembinaan 
di LPKA, jika anak sudah bebas maka itu merupakan tanggung jawab dari orang tua, lingkungan 
sekitar, dan dinas sosial serta pendidikan yang memang harus menjamin generasi penerus 
bangsa tersebut, untuk terus melaksanakan pendidikan, pemasyarakatan tidak bisa disalahkan 
terus-menerus, karena jika sudah habis masa pidana itu berarti sudah habis pula masa 
pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan. Jadi harus adanya sinergitas 
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antara pemerintah daerah dengan sub-subnya yang bisa untuk menjamin keberlangsungan 
kehidupan anak tersebut.  
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